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a.

0.

KEPALA DESA LINGGARSARI,

berdasackan ketentuan Pasal 21 Peraturan Kemendes Nomor 1Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenanpan Lokal Berskala Desa, Maka Kepala Desa perlu
menetapkan Peraturan Desa Linggarsari ‘Tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
sesuai tahapan dan tata cara penctapan kewenangan desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi
Peraturan Desa Linggarsari tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor

4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(l.embaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
lambahan Lembaran Negara Republih Indonesia Nomor 5587),
sehagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negata Republik [ndonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlahunya  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah dacrah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578y

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemenntahan antara Pemerintah Pemernintahan Daerah
Provinsi dan Pemernintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 20135 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;



Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGGARSARI
dan
KEPALA DESA LINGGARSARI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan i PERATURAN DESA LINGGARSARI TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
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10.

11.

12.

16.

17.

Desa adalah Desa Linggarsari.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Linggarsari.

Daerah adalah Kabupaten Karawang

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah
yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah
otonom.

Bupati adalah Bupati Karawang

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakal sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa

adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (cnam) tahun,

. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari

RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapal dinilai dengan vany

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayan asli Desa, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya
yang sah.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan i
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bcrdasmkm;
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa



I8 Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih
hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.

19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa
masyarakat Desa.

BAB I
JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

Jenis Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul secara umum meliputi:
a.  Sistem organisasi perangkat Desa,
b. Sistem organisasi masyarakat adat;
¢. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
d  Pengelolaan tanah kas Desa;
Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak guna Desa;
Pengelolaan Janggolan Desa;
Pengelolaan Penanggan Desa;
Pengembangan peran masyarakat dan lembaga Desa,
Pelestarian budaya gotong royong;
Pelestarian kegiatan Suran/Muharoman, yasinan, berjanjen, selapanan, bersih kubur.
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Pasal 3

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara
rinci tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Desa ini.

BAB III
JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

Jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa dikelompokkan menjadi 4 (empat)
bidang, meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Rincian jenis kewenangan desa berdasarkan lokal herskala desa sehagaimana dimaksud pada
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Desa ini.

BAB 1V
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
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Pembiayann antuk pelaksamaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal bevskala Desi dibibinkan pida
n Anggaran Pendagmtan dan $clanga esa, dan
b Sumber lainnyn yang sal dan tdak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang andangin
AL YI
FETENTUAN PENUTLUR
Pasal 4

Dalar kewenagan desa berdasarkan Hakasal usul dan Kewenangan lokal bersekala desa

sebhagatmana dimaksud dalam persturan desa i dapiat ditingau kembali disesuaikan drngan
polensi, satana dan prasarani desa

Pasal 10

Peratutan Desa int mulal berlaku pradi tanggal diundangkan

Agat seliap orang mengelbaluonyis, memenntabkan mengundangkan peraturan desa ini dengan
penempatanya dalam lembaran desa

- Ditetapkan . di Linggarsari

o Aada ) 2 11 Mei 2022
/ ALA DEGA LINGGARSARI

Diundangkan  ; di Linggarsari
Pl Tunppnl 1 Med 20022
BEKRETARIS DESA LINGGARSBARI

LEMBARAN DESA LINGGARSARI TAHUN 2022 NOMOR 4



LAMPIRANT © PERATURAN DESA LINGGARSARI

NOMOR © NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG © TENTANG KEWENANGAN DISA
BERDASARKAN HAK ASAL USUT DAN
KEFWENANGAN TOK AT REFRSKAT A DESA
DI DESA LINGGARSARI

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Nomor Brdang i Kewenangan Rincia Kewerangan Desa
1 Penyelenguaraan Pemeriaiaban Desa 2 Sistem Orgamsasi masyaiahai Dosa antara lin Narang
taruna pembinasn  paguyudan  warga,  pembinaan
rembug-rembug warga
b Pembinaan kelembagaan masvarakat antara laim  Sisterm
| penwelolaan air dengan siliran

| ¢ Pengangkatan juru kunci makam, periaga bala Desa

d Fasilitas  dan  pembinaan  Kaum, Takmur
Masid Mushola
¢ Pemanfastan dan pengelolaan tanah Desa tamah milik
Desa tznzh kemakmuran.
f Penankan dan Pengelolaan Penanguan Desa,
¢ Pendataan tanah-tanah Kas Desa,
b Faulitag peasertitilatan tanah-tanah kas Desa.
1 Fasilitasi pengadaan tanah kas Desa,
}  Fasilaad pencatatan hak atas tanah di Desa.
k. Fasiltasi penyelesaian sengketa tanah tinglat Desa. dan
L Penataan dan pemetazn Tata Guna Lakan,
2 Pelaksanasn Pembangunan Desa 2 Pelestarian budava gotong moyong gugur  punung
sambatan, kerigan dan badad dalan,
b, Pemugaran makam pernemdahan | fedubur (avungkup),
3 Pembmaan Kemasyarskatan Desa 2 Fasiitas dan pembinaan  pengembangan
Kelembagaan dan
penvelenggaraan sent budava antara lain - huda
lumping, tantanan radisional, karawitan, geion
lesung. kentongan, rebana. hadroh, janyaneng
b Faslitas pengembanpan helfembagaan  Jan
¢ Pembinaan sstem organisast masvaralat Desa
pembinaan  paguvuban warga  pomdinaan
rembug — rembug wanga:
d Pembmaan Kelembagaan
masyarakat adat pembinaan
¢ Pembwnaan  Penvelangparsan han besar
Nzsional® Malam  Twslatan Han Nemendelaan
Republik Indonesia
4 Pemberdayaan Masvarzkat Desa a Faahtas penvelengparaan adat, antara lam

rasulan, eadranan myadan (motong lamding ),
kendun, muharoman, sadelah damt muludan,
caiaban. liluran, syuran ruwahan (sva banan)
dan parzh Kubur




LAMPIRAN |
NOMOR
TENTANG

PERATURAN DESA LINGGARSARI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA LINGGARSARI

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
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1 Peayelenggaraan Pemerintahan Desa
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Mo 00 1 Oh

Kewenangan Rincia Kewenangun Desa

10.
12,
13.
14,
135.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

23.
24,

25.
26.

27,
28

| 20,

|

Penyajian Data dan Informasi Dalam Penentuan
Titik Batas Desa;

Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan
Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten;
Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan
Sistem Administrasi informasi Desa;

Pengadaan dan Pemeliharaan hardware Jaringan
Internet Desa;

Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Desa;
Penyusunan Peta Sosial Desa,

Penyusunan Profil Desa;

Penetapan Organisasi Pemerintah Desa;
Pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
Penetapan Perangkat Desa;

Penyelenggaran Musyawarah Desa;

Pemetaan partisipatif untuk penyusunan tata
ruang Desa;

Penyelenggaraan perencanaan desa;

Penetapan Kewenangan Desa;

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Penetapan APB Desa;

Penetapan Peraturan Desa;

Penetapan Kerja Sama Antar-Desa;

Pemberian Izin penggunaan gedung pertemuan,
Balai Desa dan aset milik Desa Lainnya;
Pendataan Potensi dan aset Desa;

Pemberian ljin Hak Pengelolaan Atas Tanah
Milik Desa atas persetujuan BPD;

Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara
Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan
Pangan,  Wabah  Penyakit,  Gangguan
Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya
Dalam Skala Desa;

Pengelolaan Arsip Dinamis Desa;

Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga
Kearsipan Daerah;

Pembinaan Internal Desa di Bidang Kearsipan,
Penyediaan sarana dan prasarana  serta
Pengelolaan Arsip Dinamis Desa;

Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa)
Pengelolaan Arsip Vital Desa;

Pembentukan Linmas (Linmas Inti Desa Dan
Linmas Desa);

Pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh
Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga ;
Pembentukan Sibat (Siaga Bencana Berbasis
Masyarakat);

Fasilitasi perangkat Desa untuk menjadi peserta
Jaminan Kesehatan Nasional & JAMSOSTEK;

Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pengurus
RW/RT;
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Pelaksanaan Pembangunan esa
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19,
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21.
22
23.
24.
25.

26.

27

Peliymian Admiistiass veriin kegenduduk an
Penyediaan sermgmn Kapala Desa, Vetanghst
Desa, 3P0, Lenibmgn Dosa dan agrasatur desa,
Femberian penghasilan tetap Kegpala Deea dan
Perangknt Desa sesum dengmn  protisndany
undanpan yang berlaku,

Peningkatan  kesejabternan Fepala 1)esa dan
Vertangkst Desn sesumi dengan  perundangy
undangan yang berlaku,

Pendataan ¥.evmiskinan |esa,

onyusunan Verencanaan |esa,

Vasilitast  kegiatan — dan pengademnistian
pertanalian,

Penyediasn satana dan paasatana perkantoaan,

Pelayanan Dasar |esa

Pembentukan forumn 1esa Siaga,

Vasilitas kegiatan kelernbagaan 1esa siaypa,

PMT dan penyulubian i, balits dan lania,
Vasilitasi kegiatan Posyandu balita dan Lansia,
Pemberian insentif kader posyandu dan wan
K13,

Pembentukan kader posyandu,

Peninghkatan kapasitas kader keschatan dan/zta
Pasilitani  kepiatan  penyuluhan  kesehatan
masyarakat

Penyuluhan keschatan 1ontang penyakit mermlar
dan tidak menular,

Vasilitass Gerakan Perilaku Hidup Berub dan
Schat (PI13S),

Pendataan PHIBS oleh kader ,

Pembentukan  Komitmen  kawasan  dilarany
merokok,

Pembentukan desa bebas narkoba,

Fasilitasi  pengembangan  Tanaman  obat
keluarga (TOGA),

Pembangunan  dan  pemeliharazn  Gedung
PAUD yang menjadi imilik Desa;

Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD
yang tidak dianggarkan dalarm APBID/APBN,
Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik Desa;
Bantuan  biaya  operasional  kepiatan PALID
milik Desa;

Pembentukan perpustakaan Desa;

Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa

Menjalin kerjasama perpustakaan Desa dengan
pihak lain;

Pendataan  dan  fasilitasi  peserla kegiatan
kelompok belajar Desa,

Fasilitasi dan Pembinaan keluarga balita, lansia
dan remaja; ‘
Fasilitasi Warga Perduli HIV/AIDS,

Fasilitasi Warga KPAD, ‘
Fasilitasi Keluarga dengan anggota keluarga
gangguan jiwa, difabel,

Fasilitasi bantuan pendidikan anak berprestasi
dari keluarga miskin (dan PAUD, TK, SD,
SMP, SMA),

Fasilitasi  bantuan  pendidikan  untnk  <iswa
miskin (dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA)::
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Bantuan  wowal dan  Keschatan  untul lmm ’
terlantar,

Fauhitas bantuan sarana pemmulasaraan y«wnh
Pergadasn Sarpras Penunpang Keschatan heq
dan sosal

Penvesaban dan penyalahgunaan nakooka d.m
rat adiknt]

Pengadaan  dan  pomeliharsan [\ﬂudahm
desa

Pembangunan dan pernelibaraan taman baca |
desa

Sarana Dan Prasarana Desa

Panbangunan dan Pemelibaraan Kantor Bala
Pemdangunan dan Pemchharaan hantor, antara |
lam

- Kantor Kepala Desa dan Peranghat Desa,

- Kantor Sekretanat BPD:

- Kantor Lembaga Desa;

- Kantor Perpustalaan dan arsp Desa:

- Kantor Pengurus Desa Siaga Postesdes, Polindes,

b Pembangunan dan Pemeliharsan balan Desa; [
¢ Somulin Pembangunan dan pemeliharsan balar |

RW !

d Penbangunen gapura:
2. Pembangunan dan permeliharsan jalan Desa dan

linghungan, antara lan:

= Jalan tumgs limgRungan;

- Talud palan Desa:

r
- Jalan fungw desa (antar desa) F
i
|

- Dramnase plan Desa dan linglungan;

-
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~
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Dombangunan daa Deneliharaan Talud selain
untull prasarana pengaman jalan; }
Pembangunan dan pemehharaan jalan usaha 1
tan:

Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa,
(tampungan @r baik abran permulaan atau air '
hujan untull Kepentingan pettanian), f
Pembenan  stmwulan pembangunan dan |
pemeltharaan rurnsh badah;

Pengelolasn pomalaman Desa,  antara  lan *
Pombangunan pagar. talud pengadaan tanah |
remalaman dan pengaturan pemakaman, .
Pengelolaan petilasan: (Petlasan yang belum |
ditetaplan sebagat cagarbudaya'wansan budaya |
olch  Bupan Gubermur nasional bakaitm '
danserarsh Desa),

Pengelolaan  Bangunan  cagar  budava \mQ.
sudall Bitetaphan oled pemeriatah uatuk tum.m

peminghatan chonom desa; |
Pombangunan  dan  pemehiharaan \‘;mit\\'i |
hoghungan; |
Pembanguran  dan  pengelolaan  aie bemh
berskala Desa, antara lain

- Penampungan Air Hukan (unmum); |
- Sumur anagan perpipaan, [

1L
i 12

Pembangunan dan pemeliharsan ingasi tersier;
Pembengunan  dan pemelharaan  lapangan
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18,
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20.
21.

22,
23.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
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Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa, i
Pembangunan  dan  pemeliharaan  serta
pengelolaan saluran untuk budidaya penkanan;
Pengembangan sarana dan prasarana produksi
di Desa; !
Pembangunan  dan  pengadaan  sarana ’
pengolahan sampah rumah tangga; !
Pembangunan tempat bermain anak; j
Pembangunan  fasilitas  di  Desa  untuk |
penyandang disabilitas;

Pembangunan pos kamling/gardu ronda;
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
Pemasangan lampu penerangan jalan desa dan
lingkungan.

Pembuatan rambu - rambu di jalan Desa;

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan |
kios Desa;

Pembangunan fasilitas pasar Desa (MCK, PAH,
Kantor Pasar Desa),

Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha
mikro skala Desa;

Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan
hukum skala Desa:

Pembangunan  dan  pengelolaan  lumbung
pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
Penetapan komoditas unggulan pertanian dan
perikanan skala Desa;

Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama
dan penyakit pertanian dan perikanan sccara
terpadu;

Pelestarian dan pengembangan benih lokal
Desa;

Fasilitasi dan pengembangan ternak secara
kolektif;

Pendirian, pengelolaan dan  pengembangan
usaha BUM Desa,

Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata
Desa diluar rencana induk pengembangan
paniwisata kabupaten dan belum dikelola
Pemerintah Kabupaten:

Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
pengolahan hasil pertanian dan perikanan,
Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi
pertanian yang bertumpu pada sumberdaya,
kelembagaan dan budaya lokal.

Fasilitasi kelompok Tani, KUBE, Kelompok
Tani Ternak, Kelompok Budi Daya Ikan.
Penyertaan modal untuk BUM Desa;
Pembuatan gubug tani;

Pengadaan saprodi (sarana dan prasarana
produksi) pertanian;

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata
milik desa;

Pengembangan pariwisata milik desa:

Pembangunan Lingkungan hidup.
Penghijauan hutan desa dan tepian jalan desa;
Perawatan air bawah tanah;

Pengelolaan sampah;
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pelatihan bidang pertanian;
Pengarusutamaan Gender (PUG).
Pelatihan pemberdayaan perempuan,
Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD,

Peningkatan kapasitas aparatur desa;

Penguatan ketahanan pangan desa;

Peningkatan produksi tanaman pangan (saprodi.

pengolahan pertanian) |
Bantuan  Perikanan  (bibitpakan/obat -

obatan/sarana prasarana

y yxEP LA DESA LINGGARSARI
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